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Abstrak: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengaruhnya 
Pada Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menganalisa pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan 
pada tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP), khususnya untuk Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini menggunakan convenience sampling 
dengan 39 responden. Modernisasi sistem administrasi meliputi empat dimensi 
yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya 
organisasi. Kepatuhan PKP diukur dengan kepatuhan untuk melakukan pendaf-
taran, penghitungan dan pembayaran, serta pelaporan dan pembayaran pajak.  
Temuan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan 
secara signifikan berpengaruh pada kepatuhan PKP.  

Abstract: Tax Administration System Modernization and its Effect on the 
Level of Compliance of Taxable Entrepreneur. The objective of this research 
is to analyze the influence of tax administration system modernization on the tax 
compliance of taxable entrepreneur for Value Added Tax (VAT). Tax administration 
system modernization consists of four dimensions, namely organizational struc-
ture, organizational procedures, organization strategy and organization culture. 
Tax compliance was measured from compliance in registering, calculation and pay-
ment, reporting and to pay tax arrears. This research used a convenience sampling 
method and collected 39 samples. Data used in this research obtain through ques-
tionnaires. Research findings show that tax administration system modernization 
significantly influence taxpayer compliance. This research also shows that taxpay-
ers have a higher compliance rate in registering and to pay their tax arrears than 
compliance in payment and reporting. 

Kata Kunci: Modernisasi, Dimensi modernisasi,PKP, PPN, Aspek kepatuhan

Berbagai kasus yang me-
nyeret aparatur pajak dalam be-
berapa tahun terakhir telah  me-
nimbulkan skeptisisme wajib pa-
jak dalam melaksanakan kewa-
jiban perpajakannya. Sementara 
di sisi lain, negara masih meng-
harapkan pajak sebagai sumber 
utama pendapatan. Saat ini seki-
tar 70% APBN Indonesia dibiayai 
dari penerimaan pajak. Kemudian 
seperti dikemukan oleh Alm et al. 
(2010) bahwa pendekatan dengan 
paradigma lama enforcement di-
anggap sebagai paradigma yang ti-
dak lengkap dalam upaya mening 
katkan kepatuhan pajak. Dibu-
tuhkan paradigma baru yang ke-
mudian disebut sebagai paradig-
ma pelayanan yang diperkenalkan 
oleh Alm dan Martines-Vazques  

(2003). Paradigma pelayanan ini 
merupakan salah satu unsur 
penting dalam reformasi adminis-
trasi perpajakan di banyak negara, 
termasuk Indonesia. 

Perbaikan pelayanan lewat 
program perubahan (change pro-
gram), penegakan hukum dan 
pelaksanaan kode etik yang lebih 
baik harus diprioritaskan agar ad-
ministrasi perpajakan dapat ber-
jalan secara efektif dan efisien. 
Upaya strategis ini lebih dikenal 
sebagai modernisasi sistem ad-
ministrasi perpajakan. Berbagai 
penelitian tentang modernisasi 
sistem perpajakan biasanya ter-
kait dengan ketidakpastian insti-
tusi (Alm et al. 2004), persepsi wa-
jib pajak terhadap perilaku otori-
tas pajak sebagai bentuk keadilan 
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proseduran (Worsham Jr 2006) dan penggu-
naan tekonologi informasi (Rahayu dan Ling-
ga 2009; Rahman 2009). Meskipun demiki-
an, penelitian-penelitian tersebut menguji 
kepatuhan pada Pajak Penghasilan. Masih 
terbatas pengujian kepatuhan yang dilaku-
kan dalam konteks Pajak Penjualan atau 
Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian 
ini kami menganalisis tingkat kepatuhan 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai sub-
jek pajak/wajib pajak PPN karena berbagai 
perubahan dalam UU tentang PPN (terakhir 
UU No. 42 tahun 2009) mencakup juga ber-
bagai aspek yang terkait erat dengan dimen-
si modernisasi pajak. Selain itu, kewajiban 
perpajakan PKP relatif mempunyai frekuensi 
tinggi karena SPT yang bersifat masa (bulan-
an) tidak tahunan seperti halnya wajib pajak 
orang pribadi dan badan.Kemudian belum 
banyak penelitian sebelumnya yang men-
gambil Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai 
objek penelitian.

Alasan berikutnya adalah, meskipun 
besaran penerimaannya belum sebesar PPh, 
kontribusi PPN terhadap pendapatan Negara 
sangatlah signifikan. Menurut Badan Ke-
bijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
naik hampir dua kali lipat dalam kurun 
waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp 123 
triliun pada tahun 2006 menjadi 232,2 trili-
un pada tahun 2010. Angka ini lebih kurang 
30% dari total penerimaan Negara dari pajak. 
Untuk tahun 2011 penerimaan PPN menca-
pai 277,73 triliun, jika dibandingkan dengan 
penerimaan PPN tahun 2010, maka peneri-
maan PPN mengalami peningkatan, tetapi 
apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk 
tahun 2011, maka PPN memiliki pencapa-
ian target paling rendah. Meskipun demiki-
an, PPN mengalami kinerja pertumbuhan 
sebesar 20,45%, yang tergolong relatif baik. 
Kurang tercapainya penerimaan PPN karena 
tingkat kepatuhan  pelaku usaha dalam me-
nyetor PPN masih rendah dan juga bahwa 
masih banyak transaksi yang tidak tercatat 
atau yang dikenal dengan ekonomi bawah 
tanah (underground economy), sehingga 
penerimaan PPN tidak mencapai target. Ma-
nurung (2002) menemukan bahwa sekitar 
22% untuk setiap Kanwil Pajak terdapat PKP 
yang bukan pembayar pajak.

Peran serta wajib pajak dalam sistem 
pemungutan pajak sangat menentukan ter-
capainya target penerimaan pajak. Peneri-
maan pajak yang optimal dapat dilihat dari 
berimbangnya tingkat penerimaan pajak 

aktual dengan penerimaan pajak poten-
sial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena 
itu, kepatuhan wajib pajak merupakan fak-
tor penting yang mempengaruhi realisasi 
penerimaan pajak. Tuntutan akan pening-
katan penerimaan, peningkatan kesadaran 
dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-
perbaikan dan perubahan mendasar dalam 
segala aspek perpajakan menjadi alasan di-
lakukannya reformasi perpajakan. Reforma-
si perpajakan tersebut dapat berupa peny-
empurnaan terhadap kebijakan perpajakan 
dan sistem administrasi perpajakan sehing-
ga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pa-
jak dalam mematuhi kewajiban perpajakan-
nya, meningkatkan tanggung jawab apara-
tur pemerintah agar tidak melakukan ke-
curangan dan melayani masyarakat dengan 
sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan po-
tensi penerimaan pajak yang tersedia dapat 
dipungut secara optimal. Kalau ditinjau dari 
konsep produktivitas penerimaan pajak, jika 
organisasi ingin meningkatkan penerimaan 
pajaknya, maka organisasi harus respon 
terhadap perubahan yang terjadi (Genera-
lis 2000). Kegagalan merespon perubahan 
berarti  melewatkan  peluang  atau  malah  
menciptakan masalah. Oleh karena itu, re-
formasi (modernisasi) adalah hal yang tidak 
terhindarkan. Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 
dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji 
secara empiris pengaruh modernisasi sistem 
perpajakan terhadap kepatuhan PKP.

METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pengusaha kena pajak yang terdaf-
tar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Padang. Teknik penentuan sampel adalah 
metode convenience sampling yaitu peng-
umpulan informasi dari anggota populasi 
yang dengan senang hati bersedia mem-
berikan informasi dan untuk memperoleh 
sejumlah informasi dasar secara cepat dan 
efisien (Sekaran 2006). Pemilihan metode ini 
sengaja diambil mengingat cukup sulitnya 
mendapatkan responden untuk penelitian 
terkait perpajakan. Kondisi ini konsisten 
dengan apa yang dikemukan oleh Hanggana 
(2008).

Teknik pengumpulan data yang digu-
nakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan kuesioner. Kuesioner diberi-
kan kepada responden yang dapat ditemui 
secara langsung atau secara kebetulan se-
dang berada di KPP Pratama Padang, sehing-
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ga dapat memudahkan responden untuk 
bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab 
pertanyaan. Selain itu, kuesioner juga dise-
barkan dengan cara mendatangi secara lang-
sung setiap pengusaha kena pajak di tempat 
beroperasi kegiatan usahanya. Kerangka pe-
mikiran dalam penelitian ini disusun dalam 
Gambar 1.

Variabel dalam penelitian ini terdiri 
atas variabel independen yaitu modernisasi 
sistem administrasi perpajakan dan varia-
bel dependen yaitu tingkat kepatuhan peng-
usaha kena pajak. Tingkat kepatuhan peng-
usaha kena pajak adalah suatu sikap dari 
pengusaha kena pajak untuk melaksanakan 
semua kewajiban perpajakannya sesuai de-
ngan aturan-aturan yang berlaku tanpa per-
lu diadakan pemeriksaan, investigasi, peri-
ngatan ataupun ancaman dan penerapan 
sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi 
administrasi. Tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak diukur dari (1) Kepatuhan untuk 
mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena 
pajak (PKP), (2) kepatuhan dalam perhi-
tungan dan pembayaran pajak terutang, (3) 
kepatuhan untuk melaporkan Surat Pem-
beritahuan (SPT), dan (4) kepatuhan dalam 
pembayaran tunggakan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpa-
jakan adalah proses dari penatausahaan dan 
pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban 
dan hak-hak wajib pajak yang berdasar-
kan fungsi dan bukan jenis pajak,  dengan 
adanya pemisahan fungsi antara fungsi 
pelayan-an, pengawasan, pemeriksaan, ke-
beratan dan pembinaan yang tersebar pada 
masing-masing seksi teknis. Serta dalam bi-
dang teknologi informasi, diterapkan aplika-
si elektronik SPT (e-SPT) untuk pelaporan 
SPT secara elektronik dan aplikasi On-Line 
Peyment untuk pembayaran pajak. Indikator 
pengukuran untuk variabel independen (mo-
dernisasi sistem administrasi perpajakan) ini 
meliputi: struktur organisasi, implementasi 

pelayanan kepada PKP, strategi organisasi 
dengan adanya perkembangan teknologi in-
formasi dan budaya organisasi.

Uji validitas adalah suatu langkah pe-
ngujian yang dilakukan terhadap isi (con-
tent) dari suatu instrumen, dengan tujuan 
untuk mengukur ketepatan instrumen yang 
digunakan dalam suatu penelitian. Dari be-
berapa alat analisis uji validitas yang ada, 
peneliti memilih menggunakan korelasi pro-
duct moment pearson untuk menguji validi-
tas dari data yang diperoleh. Adapun kriteria 
pengambilan keputusan untuk menentukan 
validnya data ialah jika nilai r hitung > ni-
lai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%), 
sebaliknya jika nilai r hitung < nilai r tabel , 
maka instrumen dikatakan tidak valid dan 
akan disisihkan padaanalisis selanjutnya.
Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan 
dengan bantuan program SPSS Versi 20. 

Uji reliabilitas data adalah proses peng-
ukuran terhadap ketepatan (konsistensi) 
dari suatu instrumen. Uji reliabilitas dilaku-
kan untuk mengetahui tingkat kestabilan 
suatu alat ukur. Pada penelitian ini, uji re-
liabilitas dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan internal consistency reliability 
yang menggunakan uji Cronbach Alpha un-
tuk mengidentifikasikan seberapa baik item-
item dalam kuisioner berhubungan antara 
satu dengan yang lainnya. Sebuah faktor 
dinyatakan reliabel/handal jika koefisien 
Alpha lebih besar dari 0,6. Apabila Alpha 
Cronbach (α) lebih besar dari 0,60 maka data 
penelitian diangap sangat baik dan reliabel 
untuk digunakan sebagai input dalam pro-
ses penganalisaan data guna menguji hipo-
tesis penelitian.  Selain pengujian uji dan uji 
reliabilitas instrument, terhadap data yang 
diperoleh juga dilakukan pengujian normali-
tas. Uji normalitas bisa dilakukan dengan 
dua cara, yaitu dengan normal P-P plot dan 
tabel kolmogorov smirnov". 

Gambar 1
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Analisis korelasi digunakan untuk 
mengukur hubungan antara dua variabel 
yang diuji dalam penelitian ini. Hasil analisis 
dari korelasi adalah koefisien korelasi yang 
menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari 
suatu hubungan. Dalam hal ini untuk meng 
ukur kuat atau lemahnya pengaruh antara 
modernisasi sistem administrasi perpajakan 
terhadap tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak. Nilai koefisien korelasi ini akan 
berada pada kisaran angka minus satu (-1) 
sampai plus satu (+1). Sifat korelasi akan 
menentukan arah dari korelasi. 

Koefisien determinasi (R2) digunakan 
untuk mengukur seberapa jauh kemam-
puan model dalam menerangkan variasi 
variabel independen. Nilai koefisien determi-
nasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai 
koefisien determinasi (R2) yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel inde-
penden amat terbatas. Nilai yang mendekati 
satu berarti variabel-variabel independennya 
memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi va-
riabel independen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data dalam penelitian ini diperoleh 

dengan menyebarkan kuesioner secara lang-
sung kepada pengusaha kena pajak yang 
menjadi subjek dari penelitian ini. Sebelum 
penyebaran kuesioner, peneliti mencari in-

formasi tentang pengusaha kena pajak yang 
ada di Kota Padang dan Kabupaten Padang 
Pariaman. Penyebaran kuesioner dilakukan 
oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner 
ini secara langsung kepada pengusaha kena 
pajak dengan mendatangi setiap pengusaha 
kena pajak yang  hendak dijadikan respon-
den. Selain itu peneliti juga mendatangi KPP 
Pratama Padang untuk menyebarkan kue-
sioner kepada beberapa pengusaha kena pa-
jak yang kebetulan sedang berada disana. 

Tabel 1 menyajikan distribusi kuesio-
ner kepada responden. Kuesioner yang dise-
bar dalam penelitian ini berjumlah 55 kue-
sioner,  dari total 55 kuesioner tersebut ada 
9 kuesioner yang tidak dikembalikan oleh 
responden, sehingga total kuesioner yang 
kembali hanya sebanyak 46 kuesioner, dari 
total 46 kuesioner yang kembali tersebut ada 
7 kuesioner yang tidak dapat diolah, hal ini 
dikarenakan kuesioner tersebut tidak diisi 
lengkap oleh responden, sehingga total kue-
sioner yang dapat diolah dan digunakan un-
tuk tahap analisis berjumlah 39 kuesioner. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
39 responden, demografi responden ber-
dasarkan jenis kelamin menunjukkan 26 
orang (66,67%) adalah laki-laki dan sisanya 
13 orang (33,33%) adalah perempuan. Se-
mentara berdasarkan bidang usaha respon-
den terbesar berasal dari PKP dengan jenis 
usaha industri (26 orang) lalu perdagangan 
(8 orang) dan jasa (5 orang). 

Tabel 1. Distribusi Kuesioner

Kuesioner 
disebarkan

Kuesioner 
kembali % kembali Kuesioner 

gugur
Kuesioner 
dianalisis

55 46 76% 7 39

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas Variabel Independen

Pertanyaan r-hitung
1 0,586
2 0,596
3 0,542
4 0,527
5 0,631
6 0,426
7 0,419
8 0,456
9 0,576
10 0,567
11 0,323
12 0,266
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Dalam penelitian ini peneliti terlebih 
dahulu melakukan uji validitas awal. Uji va-
liditas awal terhadap kuesioner dilakukan 
kepada masyarakat yang sudah memiliki 
nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebanyak 
30 responden. Hasil uji validitas awal terha-
dap 30 responden ini menunjukkan bahwa 
keseluruhan item-item pertanyaan tersebut 
dinyatakan valid dan reliabel sehingga kue-
sioner tersebut sudah layak untuk disebar-
kan kepada responden (pengusaha kena pa-
jak) sebagaimana terlihat pada r-hitung yang 
dibandingkan dengan r-tabel yaitu 0,316.

Tabel validitas variabel X (modernisasi 
sistem administrasi perpajakan) dan variabel 
Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) 
dipisahkan untuk mempermudah dalam me-
lihat mana saja yang termasuk item perta-
nyaan untuk variabel X dan variabel Y yang 
valid dan tidak valid. Berdasarkan tabel 2 
dan 3 di atas dapat dilihat bahwa dari total 
21 item pertanyaan ada 2 pertanyaan yang 
tidak valid yaitu pertanyaan nomor 12 dan 
20, sedangkan untuk item pertanyaan yang 
lain sudah valid sehingga untuk pertanyaan 
nomor 12 dan 20 tersebut telah dianggap 
gugur dan untuk pengolahan data lebih lan-
jut untuk item pertanyaan yang tidak valid 
tersebut tidak diikutsertakan.

Sebuah faktor dinyatakan reliabel/
handal jika koefisien Alpha lebih besar dari 
0,6. Apabila Alpha Cronbach (α) lebih besar 
dari 0,60 maka data penelitian diangap sa-
ngat  baik  dan  reliabel  untuk  digunakan 

sebagai input dalam proses penganalisaan 
data. 

Tabel 4 di bawah menunjukkan nilai 
koefisien reliabilitas dari variabel modernisa-
si sistem administrasi perpajakan sebesar 
0,874 dan untuk variabel tingkat kepatuhan 
pengusaha kena pajak sebesar 0,830, maka 
nilai koefisien reliabilitas 0,874 dan 0,830 
> dari 0,6, maka reliabilitas untuk variabel 
modernisasi dan tingkat kepatuhan sangat 
tinggi, hasil ini menunjukkkan bahwa butir 
kuesioner pada kedua variabel handal untuk 
mengukur variabelnya masing-masing.

Dalam penelitian ini uji normalitas di-
lakukan dengan menggunakan Kolmogorov–
Smirnov (K-S). Uji statistik Kolmogorov–
Smirnov (K-S) tidak berdistribusi normal 
apabila nilai signifikan < 0,05, sebaliknya 
bila nilai signifikan > 0,05 berarti distribusi 
data normal. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan 
menggunakan One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test dengan bantuan program 
SPSS seperti yang dapat dilihat pada tabel 
8 di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,621, hal ini berarti 0,621 > 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 
secara normal.

Analisis data dilakukan dengan regresi 
linier sederhana yang bertujuan untuk me-
lihat seberapa besar pengaruh variabel in-
dependen terhadap variabel dependen. Ber-
dasarkan hasil pengolahan data dengan ban-
tuan program SPSS versi 20 diperoleh hasil 
regresi linier sederhana sebagai berikut:

Tabel 4.Reliabilitas Data Masing-Masing Variabel

Pertanyaan Reliabilitas (Alpha)

Modernisasi (X) 0, 874

Kepatuhan (Y) 0, 830

Tabel 3. Validitas Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Pertanyaan r  hitung Keterangan
1 ,534 Valid
2 ,663 Valid
3 ,690 Valid
4 ,658 Valid
5 ,507 Valid
6 ,620 Valid
7 ,688 Valid
8 ,141 Tidak Valid
9 ,623 Valid
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Berdasarkan Tabel 6, maka dapat di-
ketahui model regresi yang diperoleh adalah 
sebagai berikut:

Y = 19,860 + 0,496X

Hasil ini menunjukkan bahwa mo-
dernisasi sistem perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga 
yang berwenang menangani masalah per-
pajakan di Indonesia telah berbenah dalam 
upaya memberi pelayanan yang lebih baik 
kepada Wajib Pajak. Hasil ini mengindika-
sikan bahwa modernisasi yang dilakukan 
pada organisasi direktorat jenderal pajak 
direspon dengan positif oleh wajib pajak dan 
pada gilirannya akan meningkatkan kepa-
tuhan pajak mereka. Alm et al. (2010) menyi-
ratkan bahwa respon dan align positif dari 
wajib pajak terhadap administrator pajak 
akan memberikan persepsi pelayanan dan 
keadilan yang lebih baik. Persepsi baik ini 
salah satunya direspon dengan meningkat-
nya tingkat kapatuhan wajib pajak. 

Hasil regresi ini konsisten dengan ni-
lai koefisien korelasi antar variabel. Nilai 
koefisien korelasi merupakan nilai yang digu-

nakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) 
suatu hubungan antar variabel. Hasil anali-
sis dari korelasi adalah koefisien korelasi 
yang menunjukkan kekuatan dan kelemah-
an dari suatu hubungan. Nilai koefisien ko-
relasi ini akan berada pada kisaran angka 
minus satu (-1) sampai plus satu (+1). 

Berdasarkan hasil pengujian seperti 
pada Tabel 7 diperoleh nilai koefisien ko-
relasi linier antara variabel X (modernisasi 
sistem administrasi perpajakan) dengan 
variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak) sebesar 0,496. Nilai 0,496 be-
rada pada interval nilai korelasi antara 0,41 
sampai dengan 0,70, hal ini menunjukkan 
terdapat hubungan yang kuat dan positif 
antara modernisasi sistem administrasi per-
pajakan dengan tingkat kepatuhan pengusa-
ha kena pajak. Nilai positif artinya apabila 
modernisasi sistem administrasi perpajakan 
mengalami kenaikan,  maka tingkat kepa-
tuhan pengusaha kena pajak juga akan 
mengalami kenaikan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat 
dilihat nilai R2 sebesar 0,246 atau 24,6%. 
Angka sebesar 24,6% memberi arti bahwa 
variasi tingkat kepatuhan pengusaha kena 

Tabel 6. Hasil regresi Linear

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) 19,860 4,870 4,078 0,000

Modernisasi 0,366 0,105 0,496 3,478 0,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N 39
Normal Parametersa,b Mean 0E-7

Std. Deviation 2,88581286

Most Extreme 
Differences

Absolute ,121

Positive ,052

Negative -,121

Kolmogorov-Smirnov Z ,754

Asymp. Sig. (2-tailed) ,621
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pajak di KPP Pratama Padang dapat dijelas-
kan oleh oleh modernisasi sistem adminis-
trasi perpajakan sebesar 24,6%, sedangkan 
sisanya sebesar 75,4% dipengaruhi oleh fak-
tor lain diluar model penelitian ini seperti 
strategi pemeriksaan yang diterapkan dan 
penalaran moral wajib pajak. 

Berdasarkan berbagai pembahasan di 
atas, dapat dikatakan bahwa modernisasi 
sistem administrasi perpajakan merupakan 
suatu sistem perubahan yang membawa 
pengaruh besar dalam proses perpajakan, 
khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak 
terhadap kewajiban perpajakannya. Indo-
nesia memang telah melakukan penyem-
purnaan dalam tata cara atau sistem pemu-
ngutan pajak yang modern seiring dengan 
pesatnya teknologi. Dari berbagai analisis di 
atas dapatdilihat bahwa modernisasi perpa-
jakan mempunyai pengaruh signifikan ter-
hadap tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak, sehingga modernisasi ini harus se-
lalu ditingkatkan dalam penerapannya oleh 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan harus 
selalu diperbaiki secara terus menerus apa-
bila ada kekurangannya, sehingga nantinya 
kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat di-
tingkatkan lagi dan pada akhirnya juga me-
ningkatkan penerimaan negara. 

Konsep modernisasi administrasi per-
pajakan pada prinsipnya merupakan pe-
rubahan pada sistem administrasi perpa-
jakan yang dapat mengubah pola pikir dan 
perilaku aparat serta tata nilai organisasi 

sehingga dapat menjadikan Direktorat Jen-
deral Pajak (DJP) menjadi suatu institusi 
yang profesional dengan citra yang baik di 
masyarakat.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), 
program reformasi administrasi perpajakan 
diwujudkan dalam penerapan sistem ad-
ministrasi perpajakan modern yang memi-
liki ciri khusus antara lain struktur organi-
sasi yang dirancang berdasarkan fungsi, 
tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan 
jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi se-
tiap wajib pajak melalui pembentukan ac-
count representative dan compliant center 
untuk menampung keberatan Wajib Pajak. 
Sistem administrasi perpajakan modern juga 
mengikuti kemajuan teknologi dengan pela-
yanan yang berbasis e-system seperti e-SPT, 
e-Filing, e-Payment, dan e-Registration yang 
diharapkan meningkatkan mekanisme kon-
trol yang lebih efektif yang ditunjang deng-
an penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pega-
wai dalam melaksanakan tugas dan pelak-
sanaan good governance. Menurut Bawazier 
(2001) reformasi pajak di Indonesia dimulai 
tahun 1983 dengan memperkenalkan prin-
sip self assessment, menyederhanakan dan 
menurunkan tarif PPh dan memberlakukan 
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai peng-
ganti PPn (Pajak Penjualan).

Setelah berjalan 10 tahun, reformasi 
pajak 1983 ini dilanjutkan dengan refor-
masi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah 

Tabel 7.Hasil Uji Korelasi

Kepatuhan Modernisasi

Pearson 
Correlation

Kepatuhan 1,000 0,496
Modernisasi 0,496 1,000

Sig. (1-tailed) Kepatuhan . 0,001
Modernisasi 0,001 .

N Kepatuhan 39 39
Modernisasi 39 39

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 0,496a 0,246 0,226 2,925
a. Predictors: (Constant), Modernisasi
b. Dependent Variable: Kepatuhan
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undang-undang sebelumnya dan membuat 
undang-undang baru. Dalam reformasi 
lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan 
dan mulai diperkenalkan PPh Final. Se-
lain itu, pajak daerah dan retribusi dae-
rah untuk pertama kalinya ditata dalam 
sebuah undang-undang. Demikian juga 
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 
dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan) masing-masing ditata dalam 
undang-undang.

Semenjak tahun  2002, Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan 
program perubahan (change program) atau 
reformasi administrasi perpajakan yang 
secara singkat biasa disebut Modernisasi. 
Adapun jiwa dari program modernisasi ini 
adalah pelaksanaan good governance, yaitu 
penerapan sistem administrasi perpajakan 
yang transparan dan akuntabel, dengan me-
manfaatkan sistem informasi teknologi yang 
handal dan terkini. Strategi yang ditempuh 
dalam adalah pemberian pelayanan prima 
sekaligus pengawasan intensif kepada para 
wajib pajak.

Administrasi perpajakan dituntut 
bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan 
penerapan kebijakan perpajakan yang efek-
tif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut 
agar sistem pajak baru meminimalisir biaya 
administrasi (administrative cost) dan biaya 
kepatuhan (compliance cost) serta menjadi-
kan administrasi pajak sebagai bagian dari 
kebijakan pajak (Sofyan 2005). Menurut 
Slemrod dan Blumenthal (1996) dalam studi 

mereka di Amerika Serikat besaran compli-
ance cost yang harus dikeluarkan oleh wa-
jib pajak relatif besar dibandingkan dengan 
penerimaan pajak oleh Internal Revenue Ser-
vice (IRS). Mereka juga berpendapat bahwa 
besaran biaya kepatuhan ini dapat dimini-
malisir melalui penyederhanaan proses pajak 
meskipun masalah tersebut kadang-kadang 
tidak menjadi concern dalam penetapan  tax  
policy.  Wijayanti et al.  (2004)  menemukan 
bahwa modernisasi yang diharapkan menin-
gkatkan akuntabilitas aparatur pajak ber-
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Rahman (2009) juga menemukan bahwa 
modernisasi sistem administrasi perpajakan 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Beberapa karateristik modernisasi ad-
ministrasi perpajakan adalah seluruh ke-
giatan administrasi dilaksanakan melalui 
sistem administrasi yang berbasis teknolo-
gi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan 
membayar melalui kantor penerimaan se-
cara on-line, seluruh wajib pajak diwajib- 
kan melaporkan kewajiban perpajakannya 
dengan menggunakan media komputer (e-
SPT) dan monitoring kepatuhan wajib pajak 
dilaksanakan secara intensif.

Ditjen Pajak sebagai organisasi peme-
rintah yang diberi wewenang untuk mengelo-
la perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa 
tanpa adanya improvisasi di bidang teknolo-
gi informasi, dinamika yang berkembang di 
masyarakat terutama dinamika bisnis ti-
dak akan dapat diantisipasi (Prawirodidirdjo 
2007). Yang lebih penting lagi, pemanfaatan 
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informasi tekhnologi secara maksimal akan 
mendukung program transparansi dan ke-
terbukaan, di mana kemungkinan terjadin-
ya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
termasuk di dalamnya penyalahgunaan 
kekuasaan dapat diminimalisir. Dukung-
an teknologi informasi dapat mempercepat 
proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan 
pengembangan  basis  data  dalam  jaring-
an online memungkinkan kecepatan akses 
informasi dan pelayanan pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak 
secara online yang menjadikan proses ad-
ministrasinya menjadi jauh lebih sederhana.

Pembahasan mengenai dimensi refor-
masi perpajakan dibahas dalam  Rahayu 
dan Lingga (2009), bahwa ada empat di-
mensi reformasi administrasi perpajakan.  
Pertama, struktur organisasi yaitu unsur 
yang berkaitan dengan pola-pola peran yang 
sudah ditentukan dan hubungan antar per-
an, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub 
unit terpisah, pendistribusian wewenang 
di antara posisi administratif, dan jaringan 
komunikasi formal. Kedua, prosedur or-
ganisasi  berkaitan  dengan  proses komu-
nikasi, pengambilan keputusan, pemilihan 
prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan 
dan pemahaman prosedur organisasi berpi-
jak pada aktivitas organisasi yang dilakukan 
secara teratur.  Ketiga, strategi organisasi 
dipandang sebagai siasat, sikap pandangan 
dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan 
segala keadaan, faktor, peluang, dan sum-
ber daya yang ada sedemikian rupa sehingga 
tujuan organisasi dapat dicapai dengan ber-
hasil dan selamat. Strategi berkembang dari 
waktu ke waktu sebagai pola arus keputu-
san yang bermakna.  Keempat, budaya or-
ganisasi yang didefinisikan sebagai sistem 
penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang 
berkembang dalam organisasi dan menga-
rahkan perilaku anggota-anggotanya. Buda-
ya organisasi mewakili persepsi umum yang 
dimiliki oleh anggota organisasi.

Secara lebih detail, pengaruh mo-
dernisasi sistem administrasi perpajakan 
terhadap masing-masing indikator atau 
komponen tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 diperoleh dengan menjum-
lahkan bobot pertanyaan yang terdapat 
dalam kuesioner untuk masing-masing 
item pertanyaan yang berhubungan dengan 
kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan 
diri sebagai pengusaha kena pajak, kepatuh-
an dalam perhitungan dan pembayaran pa-
jak terutang, kepatuhan dalam melaporkan 

surat pemberitahuan, dan kepatuhan dalam 
pembayaran tunggakan pajak. Berdasar-
kan gambar di atas dapat diketahui bahwa 
pengusaha kena pajak sangat patuh dalam 
mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena 
pajak karena dari empat komponen kepatuh-
an di atas kepatuhan dalam mendaftarkan 
diri sebagai pengusaha kena pajak memiliki 
nilai paling tinggi dari total keseluruhan ja-
waban responden, kemudian disusul dengan 
kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 
pajak, kemudian kepatuhan dalam melapor-
kan surat pemberitahuan dan yang terakhir 
kepatuhan dalam perhitungan dan pem-
bayaran pajak terutang, tingkat kepatuhan 
dalam pembayaran pajak terutang ini masih 
tergolong rendah dibandingkan dengan as-
pek lainnya. 

Kemudahan dalam proses pendaf-
taran menjadi wajib pajak telah mendorong 
wajib pajak untuk patuh mendaftarkan diri 
menjadi wajib pajak. Inisiatif organisasi/
institusi untuk mendorong stafnya menjadi 
wajib pajak juga mendukung fakta ini. Pe-
ngenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi in-
dividu yang tidak mempunyai NPWP diduga 
juga ikur berkontribusi. Hal yang kelihatan-
nya aneh adalah lebih tingginya kepatuh-
an wajib pajak untuk menyampaikan SPT 
dibandingkan dengan kepatuhan melaku-
kan penghitungan dan pembayaran pajak 
terutang. Hal ini dapat dimaklumi bahwa 
wajib pajak dapat saja patuh secara formal 
dengan menyampaikan SPT tetapi mereka 
tidak patuh secara material dengan me-
nyampaikan penghasilan dan pajak teru-
tang dengan benar. Tingginya kepatuhan 
pembayaran tunggakan dapat dimaklumi 
karena temuan adanya tunggakan diperoleh 
oleh fiskus setelah melakukan pemeriksaan. 
Ketika sudah diperiksa dan kemudian di-
beritahu tunggakan atau kekurangan pajak 
yang dibayar maka wajib pajak akan bersi-
kap lebih kooperatif dan patuh. 

Menurut pembacaan Sofyan (2005), 
kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi 
dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaf-
tarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepa-
tuhan dalam penghitungan dan pembayaran 
pajak terutang, dan kepatuhan dalam pem-
bayaran tunggakan. Kepatuhan wajib pa-
jak juga menjadi perhatian penting karena 
untuk menjadi patuh, wajib pajak harus 
mengeluarkan kos yang disebut compliance 
cost. Slemrod dan Yitzhaki (1996) dalam 
Gupta (2006) mengidentifikasi compliance 
costs sebagai salah satu dari lima komponen 
biaya perpajakan (cost of taxation) selain ad-
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ministrative costs, deadweight efficiency loss 
from taxation, excess burden of tax evasion, 
dan avoidance costs.

Pembahasan Sofyan (2005) mengenai 
kepatuhan perpajakan juga menyebutkan 
bahwa  kepatuhan perpajakan didefinisikan 
sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakanhak perpajakannya. Terdapat 
dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan for-
mal dan kepatuhan material (Syofyan 2005). 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan-
dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 
perpajakan secara formal sesuai dengan ke-
tentuan dalam undang-undang perpajakan. 
Misalnya ketentuan batas waktu penyam-
paian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib 
pajak telah melaporkan Surat Pemberita-
huan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 
sebelum batas waktu maka dapat dikatakan 
bahwa wajib pajak telah memenuhi keten-
tuan formal, akan tetapi isinya belum tentu 
memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material yaitu suatu ke-
adaan dimana wajib pajak secara substan-
tif memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa un-
dang-undang perpajakan. Wajib pajak yang 
memenuhi kepatuhan material adalah wajib 
pajak yang mengisi denganjujur, lengkap, 
dan benar  Surat Pemberitahuan (SPT) se-
suai ketentuan dan menyampaikannya ke 
KPP sebelum batas waktu berakhir. Menu-
rut pembacaan Jatmiko (2006), kepatuhan 
Wajib Pajak didefinisikan  sebagai mema-
sukkan dan melaporkan tepat waktu infor-
masi yang diperlukan, mengisi secara benar 
jumlah pajak terutang dan membayar pajak 
pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. 
Ketidak patuhan timbul kalau salah satu 
syarat defenisi tidak terpenuhi.       

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu kondisi sistem admi-
nistrasi perpajakan suatu negara, pelayanan 
pada wajib pajak, penegakan hukum perpa-
jakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. 
Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewa-
jiban perpajakan juga tergantung pada kem-
auan wajib pajak, sampai sejauh mana wa-
jib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Menurut Hanggana (2008), peneli-
tian tentang kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak belum banyak dilakukan, 
hal ini disebabkan kesulitan mendapatkan 
responden. Secara intuitif, dapat diduga ti-
dak seorangpun suka membayar pajak, keti-

daksukaan membayar pajak akan dilaku-
kan dengan tidak mentaati peraturan per-
pajakan, khususnya besarnya pajak yang 
dibayarkan. wajib pajak memiliki naluri ala-
miah menyembunyikan informasi perilaku 
ketidakpatuhan mereka dan berusaha me-
nyembunyikan kejahatan perpajakan yang 
dilakukan kepada siapapun juga.  

Dari berbagai penjelasan yang telah 
dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa kepatuhan PKP adalah kepatuhan 
wajib pajak dalam memenuhi semua per-
aturan perundang-undangan perpajakan, 
baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaf-
tarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, 
kepatuhan dalam perhitungan dan pem-
bayaran pajak terutang maupun kepatuhan 
wajib pajak dalam pembayaran tunggakan 
pajak terutangnya. Kriteria pengusaha pajak 
patuh menurut Keputusan Menteri Keuan-
gan No.235/KMK.03/2003 adalah: (1) te-
pat waktu dalam menyampaikan SPT untuk 
semua jenis pajak dalam dua tahun terak-
hir. (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak 
atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak. (3) Tidak per-
nah dijatuhi hukuman karena melakukan 
tindak pidana di bagian perpajakan dalam 
jangka waktu 10 tahun terakhir. (3) Dalam 
2 tahun terakhir menyelenggarakan pem-
bukuan dan dalam hal terhadap wajib pa-
jak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi 
pada pemeriksaan yang terakhir untuk ma-
sing-masing  jenis  pajak  yang  terutang  pa-
ling banyak 5%. (4) Wajib pajak yang laporan 
keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit 
oleh akuntan publik dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian, atau pendapat dengan 
pengecualian sepanjang tidak memengaruhi 
laba fiskal.

Hasil penelitian ini menunjukkan ha-
sil yang tidak konsisten dengan Rahayu dan 
Lingga (2009). Perbedaan hasil ini diduga 
sebagai akibat perbedaan kinerja KPP Prata-
ma yang dalam hal ini Rahayu dan Lingga 
(2009) meneliti ketika KPP Pratama masih 
baru dikembangkan sedangkan penelitian 
ini ketika KPP Pratam sudah berjalan sela-
ma hampir satu dekade. Demikian juga de-
ngan semakin banyaknya wajib pajak yang 
menggunakan fasilitas teknologi informa-
si.  Meskipun demikian, hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian Rahman (2009) 
yang menemukan pengaruh signifikan 
sistem perpajakan modern dengan kepatuh-
an wajib pajak. 
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SIMPULAN
Studi ini menyimpulkan bahwa mo-

dernisasi sistem administrasi perpajakan 
mempunyai pengaruh yang signifikan ter-
hadap tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak. Hasil Pengujian dengan mengguna-
kan koefisien determinasi (R2) memberikan 
bukti empiris bahwa pengaruh modernisasi 
sistem administrasi perpajakan terhadap 
tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak 
di KPP Pratama Padang sebesar 24,6%. Ha-
sil ini menunjukkan  bahwa 24,6% tingkat  
kepatuhan pengusaha kena pajak dapat 
dijelaskan oleh modernisasi sistem adminis-
trasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 
75,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di-
luar pembahasan ini. 

Beberapa implikasi dari penelitian ini 
adalah tinggi-rendahnya anggapan wajib 
pajak terhadap proses reformasi dan mo-
dernisasi di kantor pajak berpengaruh ter-
hadap tingkat kepatuhan mereka dan oleh 
karenanya aparatur perlu untuk tetap men-
jaga integritas dan nama baik mereka dan 
instansi untuk menciptakan wajib pajak 
yang patuh. Implikasi lain adalah fiskus ha-
rus lebih kuat dalam pengawasan karena 
temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
patuh dalam mendaftar sebagai wajib pa-
jak/pengusaha kena pajak tidaklah jaminan 
bahwa wajib pajak juga akan patuh dalam 
perhitungan, pembayaran dan pelaporan 
pajak. Kepatuhan formal harus diikuti oleh 
kepatuhan material. 

Penelitian ini mempunyai beberapa 
keterbatasan. Pertama, penelitian ini tidak 
menguji secara terpisah pengaruh masing-
masing dimensi modernisasi sistem perpa-
jakan (seperti struktur organisasi, prosedur 
organisasi, strategi organisasi dan budaya 
organisasi) terhadap kepatuhan wajib pa-
jak. Kemudian penelitian ini hanya meng-
kaji pengaruh modernisasi sistem adminis-
trasi perpajakan terhadap tingkat kepatuh-
an pengusaha kena pajak tanpa mengukur 
tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah 
diterapkannya modernisasi sistem adminis-
trasi perpajakan. Penelitian di masa datang 
dapat menguji aspek lain dalam modernisasi 
perpajakan seperti efektivitas komunikasi 
melalui Account Representative dan peman-
faatan teknologi informasi seperti e-filling 
dalam perpajakan dalam upaya meningkat-
kan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 
lebih mengarahkan kepada soft appeal dari-
pada penggunaan paradigma lama dengan 
pendekatan pemeriksaan dan pinalti. 
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